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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG
TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN

TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MBNGGUNAKAN IJAZAH PALSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya dugaan penggunaan ijaaah
palsu oleh Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penertiban
untuk menjaga harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan
rjazah palsu dimaksud, perlu dijatuhi tindakan administratif
dan hukuman disiplin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tindakan
Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai
Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2OO3 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor a3O1);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL2 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a);
Peraturan Pemerintah Nomor 9B Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 20 13 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun
2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 2OO2 Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor aI92l;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263). sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2OO9 Nomor l6al;
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOT tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor I24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7691;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 10 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2OIO Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OIO tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2OI0 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2OIO
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
PergurLlan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55OO);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OI3 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI3 Nomor I2Bl;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 998);
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Pasal 1

Tindakan administratif dan hukuman disiplin terhadap Pegawai
Negeri Sipil yang menggunakan rjazah palsu adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Tindakan administratif atau hukuman disiplin yang telah
dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini dan sedang dijalani oleh PNS yang
bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3
Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/ 1981 tentang Tindakan
Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri
Sipil yang Memilikt Ijazah Palsu/Aspal, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

KEPALA
BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI5 NOMOR 983

Sali n aslinya
BAD N NEGARA

g-undangan,
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LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU

TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan
sistem merit menuntut Pegawai Negeri Sipil memiliki kualifikasi dan
kompetensi, yang antara lain diperoleh melalui pendidikan.

2. Aparatur Sipil Negara sebagai profesi antara lain didasarkan pada kode
etik dan perilaku, yang bertujuan untuk menjaga martabat dan
kehormatan Aparatur Sipil Negara.

3. Dewasa ini terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan
oleh Pegawai Negeri Sipil, khususnya untuk kepentingan pembinaan
karir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, arttara lain untuk
melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, untuk kenaikan pangkat
yang mensyaratkan kelengkapan berupa ijazah, dan untuk
pengangkatan dalam jabatan.

4. Penggunaan ijazah palsu tersebut dapat menjatuhkan citra, martabat,
dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu terhadap
Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu dapat dijatuhi
tindakan administratif atau hukuman disiplin.

B. Tujuan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai
pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menjatuhkan tindakan
administratif dan hukuman disiplin terhadap Calon Pegawai Negeri
Sipil/ Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ljazall palsu.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini meliputi:
1. Kriteria Ijazah Palsu dan Penentuan Keaslian ljazai:';

2. Bentuk Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin; dan
3. Pengawasan.

II. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud
dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.
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2. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan
terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang
pendidikan setelah lulus ujian.

3. Blangko ljazah, adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai ijazah.

4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

5. Tindakan Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Calon
PNS/PNS yang menggunakan ijazah palsu berupa pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS.

III, KRITERIA IJAZAH PALSU DAN PENENTUAN KEASLIAN IJAZAH

A. KRITERIA IJAZAH PALSU

L. Ijazah palsu merupak an ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak sah.

2. Kriteria ijazah palsu antara lain sebagai berikut:
a. Blangko ijazahnya palsu;

b. Blangko ljaz,atrnya sah, dikeluarkan lembaga yang berwenang,
tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk
menandatangani ijazah;

c. Blangko ljazahnya sah, dikeluarkan lembaga yang berwenang,
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk
menandatangani ijazah, tetapi sebagian maupun seluruh isinya
tidak benar; danlatanu

d. ljazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pendidikan.

B. PENENTUAN KEASLIAN IJAZAH

Pejabat yang berwenang menentukan keaslian ijazah, diatur sebagai
berikut:
1. Di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggt,

yaitu:
a. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, bagi ijazah yang dikeluarkan

oleh Perguruan Tinggi Negeri; dan
b. Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), bagi ijazalr

yang dikeluarkan oleh Perguman Tinggi Swasta.

2. Di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota, bagi ijazah yang dikeluarkan Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, atau
yang sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta.

3. Di lingkungan Kementerian Agama, yaitu:
a. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, bagi ijazah. yang dikeluarkan

oleh Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Agama;
b. Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

(Kopertais), bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi
Agama Islam Swasta; dan
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c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, bagi ijazah yang
dikeluarkan oleh Madrasah lbtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah atau yang sederajat, baik madrasah negeri
maupun swasta.

Di lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu Kepala Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, bagi ijazah yang
dikeluarkan oleh sekolah-sekolah kesehatan atau yang sejenis, baik
negeri maupun swasta.

Di lingkungan instansi pemerintah lainnya, yaitu Menteri/ Pejabat lain
yang ditunjuk, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga
pendidikan instansi yang bersangkutan.

IV. BENTUK TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN

A. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU UNTUK MELAMAR MENJADI CALON
PNS/PNS

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang melamar menjadi Calon
PNS/PNS harus menggunakan ijazah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Calon PNS/PNS yang diketahui menggunakan ijazah palsu pada saat
melamar menjadi Calon PNS/PNS, dikenakan tindakan administratif
berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon PNS/PNS.

B. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU UNTUK KENAIKAN PANGKAT

1. Setiap PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat, harus
menggunakan ijazatr sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. PNS yang diketahui menggunakan ijaza}: palsu untuk proses
kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

C. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU UNTUK KEPENTINGAN KARIER DAN
JABATAN

1. Setiap PNS harus menggunakan ijazah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, dalam pembinaan karier dan jabatannya.

2. PNS yang diketahui menggunakan ijazah palsu dalam proses
pengangkatan dalam jabatan, dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS.

D. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU BUKAN UNTUK KEPENTINGAN KARIER
DAN JABATAN

1. PNS yang menggunakan {iazah palsu bukan untuk kepentingan
karier dan jabatannya, dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

4.

5.
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V. PENGAWASAN

1. Badan Kepegawaian Negara berperan aktif melakukan pengawasan
terhadap penggunaan rjazai;r palsu dalam pelaksanaan dan pembinaan
manajemen aparatur sipil negara.

2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1

dapat berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian
RI, instansi pemerintah daerah, dan latau instansi pemerintah lainnya.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan mengenai tindakan administratif dan hukuman disiplin yang
dijatuhkan terhadap Calon PNS/PNS yang menggunakan ijazah palsu
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini, tidak mengesampingkan berlakunya ketentuan pidana.

2. Keaslian dan keabsahan tjazah yang diperoleh dari pendidikan di luar
negeri ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

VII. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat
penyelesaian.

2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

dengan aslinya
IAN NEGARA
dang-undangan,

?7\




